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EXECUTIVE SUMMARY

APBN Regional Papua

33,20%

53,01%

13,80%

Pajak DN Pajak LN PNBP

24,81%

75,19%

Belanja KL TKD

Realisasi: 35,88% Realisasi: 18,94%

Pendapatan Negara Belanja Negara

Pajak DN 1.163,02

Pajak LN 1.857,13

PNBP 483,44

❑ Pendapatan Negara mencapai 
Rp 3,5 Triliun

❑ Belanja Negara mencapai 
Rp 16,88 Triliun

❑ Defisit mencapai 
Rp 13,38 Triliun

Indikator Percepatan Pembangunan Papua

Permasalahan dan Rekomendasi Kegiatan Strategis

dalam miliar rupiah

Belanja K/L 4.188,14

Transfer Ke 
Daerah (TKD)

12.695,64

Data by Kemenkeu Papua

❖ Pajak Dalam Negeri didominasi oleh PPh 
Nonmigas dan PPN.

❖ Pajak Luar Negeri didominasi oleh Bea Masuk 
dan Bea Keluar dari wilayah Timika (PT. Freeport)

❖ PNBP ditopang dengan adanya kenaikan yang
sangat signifikan pada Pendapatan PNBP Bukan
Pajak Lainnya.

❖ Belanja K/L didominasi operasional kantor
(Belanja Barang).

❖ Transfer Ke Daerah didominasi oleh DAU dan 
DAK Nonfisik.

PAPUA CERDAS

INDIKATOR
Baseline 
(2021)

Capaian 
(2024)

Target 
(2041)

Harapan Lama 
Sekolah (HLS)

13,16 11,565 14,59 - 16,61

Rata-Rata Lama 
Sekolah (RLS)

7,90 7,06 9,36 - 10,37

INDIKATOR
Baseline 
(2021)

Capaian 
(2024)

Target 
(2041)

Umur Harapan 
Hidup (UHH)

65,64 65,7 68,66 - 68,67

Tingkat Prevalensi 
Stunting

33,91% 30,49% <10%

Jumlah Kab/Kota 
Eliminasi Malaria

0 2
Seluruh Kab/Kota 

(42 Pemda)

PAPUA SEHAT

INDIKATOR
Baseline
(2021)

Capaian 
(2024)

Target 
(2041)

Tingkat Kemiskinan 23,51% 22,12% 5,81% - 2,82 %

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT)*

4,01% 4,64% 4,11 % -1,73%

Realisasi Investasi 
PMDN

Rp919,07 M Rp1.384,8 M Rp92,3 - Rp174,5 Triliun

PAPUA PRODUKTIF

*update data terbaru
Sumber Data: RIPPP, BPS, Kemendagri, Kemenkes dan BKPM 
(diolah)

❑ Capaian Angka HLS tertinggi di Papua (13,28) dan 
terendah di Papua Pegunungan (8,7).

❑ Capaian Nilai RLS tertinggi di Papua (9,47) dan terendah 
di Papua Pegunungan (3,72).

❑ Tingkat Kemiskinan tertinggi di Papua Pegunungan 
(29,66%) dan terendah di Papua Barat Daya.

❑ Tingkat Penganguran Terbuka meningkat. Tertinggi di 
Papua (6,92) terendah di Papua Pegunungan (1,68)

PAPUA POLHUKAM

Koordinasi dengan 

OPD Kesbangpol dan 

Dewan Adat Yapen

Permasalahan/Kendala Rekomendasi

Keterbatasan layanan kesehatan yang tidak dapat 

diakomodir oleh BPJS dan rendahnya presentasi 

kunjungan OAP ke fasilitas Kesehatan karena 

keterbatasan moda transportasi.

Perlu adanya moda transportasi yang memadai 

dan selalu tersedia serta penguatan faskes 

khususnya puskesmas dan puskesmas pembantu 

diwilayah pedalaman.

Keterbatasan biaya pendidikan, khususnya biaya 

Pendidikan Tinggi yang berpotensi dapat 

menghambat masa studi dan akses pendidikan.

Perlu adanya kebijakan afirmatif bagi mahasiswa, 

khususnya OAP, secara tepat sasaran seperti 

pemberian beasiswa, pemberian keringanan UKT, 

Batasan waktu studi.

Pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada 

infrastruktur melainkan juga pembangunan 

dibidang SDM, khususnya pada OAP.

Pembangunan SDM OAP sesuai misi 

pembangunan RIPPP perlu menjadi fokus oleh 

Pemda dan K/L masing-masing, baik melalui Dana 

Otsus ataupun sumber dana lainnya.

Stabilitas politik dan sosial menjadi hal penting 

dalam menjaga kondusifitas wilayah.

Berbagai pihak seperti Lembaga adat perlu terlibat 

aktif dalam menjaga kondusifitas wilayah.

Periode April 2025

PAPUA PRODUKTIF

Koordinasi dengan 

Mahasiswa/i FK Univ. 

Cendrawasih

PAPUA SEHAT

Monev Malaria di Kab. 

Teluk Bintuni

PAPUA CERDAS

Musrenbang Otsus 

dan Audiensi 

Pelatihan SDM OAP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mendorong 
pengawasan pengelolaan dana Otsus Papua. Kordinasi dilakukan KPK 
mlalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V. 
Kolaborasi bertujuan mencegah kebocoran anggaran dan memastikan 
dana otsus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Papua. Agar dana 
otsus tepat sasaran diperlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, 
dan berbasis kebutuhan lokal. – RRI.co.id

Penguatan Pengawasan Dana Otsus Papua oleh BP3OKP 

bersama KPK dan GIZ



BPP PROVINSI PAPUA

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

13,72 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 11,11

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

9,82 Tahun
Baseline (2021): 6,76

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

68,79 Tahun
Baseline (2022): 66,23
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

31.84%
Baseline (2022): 26.9
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

27,38%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

6,92%

Realisasi Investasi

Rp1,1 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp25 - Rp30T

Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4-4,5%

Peluncuran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Bupati Kabupaten Jayapura

• Forkopimda Kabupaten 

Jayapura

• Anggota BPP Perwakilan 

Provinsi Papua

• Anggota Pokja Papua Sehat

• Siswa/i Sekolah Kristen Baik

BPP Provinsi Papua mengawal pelaksanaan launching Makan 

Bergizi Gratis (MBG) bersama Bupati dan Forkopimda Kabupaten 

Jayapura terhadap 600 siswa/i di Sekolah Kristen Baik. Kegiatan 

tersebut bertujuan untuk mendukung Asta Cita dan Program 

Strategis Nasional.

Pertemuan dan Koordinasi dengan Mahasiswa/i Fakultas 

Kedokteran Universitas Cenderawasih

Peserta Kegiatan:

• Dosen FK Universitas 

Cenderawasih

• Mahasiswa/i FK 

Universitas 

Cenderawasih

• Pokja Papua Sehat

Kegiatan pertemuan dan koordinasi bertujuan untuk mendampingi 

mahasiswa/i FK yang mengalami masalah terkait batasan waktu studi. 

Adapun hasil kegiatan yang diperoleh adalah pemberian kesempatan 

bagi 104 mahasiswa/i untuk mengikuti Ujian Akhir dalam rangka 

pemenuhan Re-NIM.

Koordinasi dengan OPD Kesbangpol dan Dewan Adat Yapen

Peserta Kegiatan:

• Wakil Ketua II MRP 

Provinsi Papua

• Anggota BPP Perwakilan 

Provinsi Papua

• Anggota Pokja Papua 

Sehat, Cerdas, Produktif, 

dan Polhukam

Pertemuan BPP Provinsi Papua bersama Majelis Rakyat Papua 

(MRP) dilakukan dengan pembahasan terkait tusi BPP dalam 

melaksanakan SHEK dan mengawal Dana Otonomi Khusus. 

Adapun hasil kegiatan yang diperoleh adalah rencana 

penguatan kelembagaan adat melalui FGD antara MRP dan BPP 

bersama instansi terkait.

Kunjungan ke Kampung Kufu di Kabupaten Keerom

Peserta Kegiatan:

• OPD di Kabupaten 

Keerom

• Anggota BPP Perwakilan 

Provinsi Papua

• Anggota Pokja Papua 

Produktif

• Petani Kampung Kufu

Kegiatan ditujukan untuk melihat potensi SDA Pertanian di kawasan 

perbatasan, sekaligus berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten 

Keerom terkait potensi pengembangan kawasan. Diketahui bahwa 

terdapat lahan seluas 200 Ha yang bergerak pada sektor pertanian 

(kakao, kopi, dan vanili). Selain itu, BPP Provinsi Papua juga meninjau 

sarana/prasarana pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan 

transportasi (Kampung – Distrik – Kabupaten).

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode April 2025



BPP PROVINSI PAPUA BARAT
PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

13,17 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

7,86 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

68,47 Tahun
Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

13,97%
Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

21,66%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

4,21%

Realisasi Investasi

Rp8,07 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T
Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4,24-4,95

Monev Malaria dan SHEK RSUD Teluk Bintuni, RS. Apung, 

Puskemas Pembantu Tahota,

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Pokja Cerdas Papua Barat

• Bupati Fak-Fak

• Kadis Pendidikan fak-fak

• Kepala Bappeda Papua 

Barat dan Fak-fak
Pelayanan kesehatan di Papua Barat menghadapi beberapa tantangan, 

termasuk keterbatasan pelayanan kesehatan yang tidak dapat diakomodir oleh 

BPJS dan rendahnya presentasi kunjungan OAP ke fasilitas kesehatan. Selain 

itu, kasus penyakit menular seperti malaria, TBC, dan HIV-AIDS terus 

meningkat dan menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian. 

Keterbatasan moda transportasi juga menyebabkan kesulitan akses masyarakat 

OAP ke fasilitas kesehatan, sehingga memerlukan solusi yang efektif dan 

efisien untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua.

Audiensi Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat bersama Musyawarah 

Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tingkat SMA &SMK Se-Papua Barat

Rapat kerja Gubernur Tanah Papua, dan Audiensi dengan Ombudsman 

Republik Indonesia Provinsi Papua Barat

Peserta Kegiatan:

• Para Gubernur Se-

Tanah Papua

• Anggota dan Pokja 

BP3OKP Tanah Papua

• Ombudsman Papua 

Barat

Rapat Audiensi dengan PT. Ebier Suth Cokran (Kakao Ransiki) 

Peserta Kegiatan:

• Anggota BP3OKP Papua 

Barat

• Pokja Produktif, Sehat, 

Cerdas, Polhukam

• PT. Cokran

Indeks Demokrasi Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Pemerintah telah merencanakan beberapa aksi untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan di Papua, termasuk pembentukan UPTD Pengelola Jaminan Layanan 

Kesehatan OAP kategori PBI, pengoptimalan fungsi ATM Center, pembentukan 

UPTD Rumah Sakit Terapung Teluk Bintuni, dan memperkuat Puskesmas 

sebagai ujung tombak layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga 

mempertahankan tenaga kontrak di RS atau Puskesmas untuk memenuhi 

kebutuhan layanan kesehatan di Papua.

Peserta Kegiatan:

• Pokja Sehat Papua Barat

• Kadinkes Bintuni Petugas Puskesmas 

dan Bidan Tahota

• Dinkes Prov. PB, Dinkes Kab. 

Manokwari. Dinkes Kab. Manokwari 

Selatan, Dinkes Kab. Teluk Wondama, 

Puskesmas se Kab. Manokwari dan 

Puskesmas se Kab.Teluk Wondama

Kamis, 24 April 2025, Rapat Koordinasi Tata Kelola Pendidikan di Provinsi Papua Barat 

bersama BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan Dinas Pendidikan 

Provinsi Papua Barat bersama MKKS SMA dan SMK Provinsi Papua Barat di Gedung 

Keuangan di Arfai Papua Barat. Agenda utama, yaitu membahas tata kelola Program 

Pendidikan Menengah Atas dan peninjauan kembali Pasal 1 PP Nomor 106 tahun 

2021 tentang Kewenangan Pengelolaan SMA. Hasil pertemuan yaitu:

1. Peninjauan kembali Pasal 1 pada PP Nomor 106, berkenaan dengan pengelolaan 

SMA dan SMK pada tingkat kabupaten/kota, di kembalikan kewenangannya ke 

Provinsi;

2. Belanja Pendidikan bersumber dari Otsus belum memenuhi porsi minimum 30% 

DOK dan 35% dari DBH SDA Migas (Dinas Pendidikan hanya memperoleh 3,59%);

3. Belanja Pendidikan yang bersumber dari Otsus (70%) masih terfokus ke belanja fisik 

atau infrastruktur pendidikan. Sisanya hanya 30% yang diperuntukkan ke belanja 

non Fisik (Pengembangan SDM pada Satuan Pendidikan)

PT. COKRAN menerima total kompensasi 
sebesar 18 milyar, dengan 11,7 milyar telah 
terbayarkan dan sisanya akan dibayarkan pada 
tahun 2025 dan 2026. PT. COKRAN 
mengusulkan dukungan dari Pemerintah 
Kabupaten Manokwari Selatan dan 
Stakeholder lain (BP3OKP) untuk 
meningkatkan operasional dan produksi 
komoditas kakao. Dukungan yang diusulkan 
meliputi pendanaan Pemda yang pasti, 
deliniasi lahan, serta pengadaan alat hilirisasi 
dan penjemuran kakao. Dengan dukungan ini, 
diharapkan produksi kakao dapat meningkat 
dan komoditas ini dapat diekspor ke pasar 
dunia.

Masih belum sinkron antara perencanaan di 

Kabupaten dengan RPJMD Provinsi maupun RPJMN. 

Perlu antisipasi peningkatan agresivitas dan 

gangguan keamanan oleh kelompok separatis 

bersenjata teoritis papua. Banyak pengaduan 

masyarakat kepada Ombudsman terhadap 

pelayanan publik yang dinilai merugikan. Kurangnya 

koordinasi dan komunikasi antara Ombudsman 

dengan Lembaga-Lembaga pemerintahan baik 

eksekutif, legislative dan oragnisasi lainnya

Rencana penyusunan RPJMD Kabupaten harus 

setara dengan RPJMD Provinsi maupun RPJMN. 

Seluruh elemen mampu bahu membahu menjaga 

kondusifitas masyarakat umum untuk mencegah 

bentuk-bentuk propaganda. Harus dibentuk Unit 

Pelayanan Terpadu di setiap Instansi guna 

menyerap atau menampung keluhan/persoalan.



BPP PROVINSI PAPUA TENGAH

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

9,63 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

6,12 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

67,44 Tahun
Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

32,36%
Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

27,60%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

3,55%

Realisasi Investasi

Rp9,76 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4,24-4,95

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Di Papua Tengah

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Dinas Kesehatan 

Provinsi dan Kabupaten 

di Papua Tengah 

• Anggota BPP Provinsi 

Papua Tengah

• Pokja BPP Provinsi 

Papua Tengah

Rapat dilaksanakan pada Hari Selasa, 22 April 2025, yang dihadiri 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten serta Anggota dan

Pokja BPP Papua Tengah dengan membahas: Keberadaan BP3OKP 

dan fungsinya; Kerja Pokja Papua Sehat dan menjadi tugas tanggung 

Dinkes dan RSUD serta Dinas Pelberdayaan; Kebijakan dab

penggunaan Dana Otsus dan persentasenya. Kegiatan ini diharapkan

dapat meningkatkan tingkat kesehatan Provinsi papua Tengah

Rapat dengan Dirjen GTK di jakarta

Peserta Kegiatan:

• Dirjen GTK 

beserta staff

• Anggota BPP 

Provinsi Papua 

Tengah

• Pokja BPP 

Provinsi Papua 

Tengah

Rapat dilaksanakan pada Hari Rabu, 23 April 2025, dengan 

membahas: Penuntasan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di 

Tanah Papua; Perluasan akses pendidikan bagi anak-anak usia 

sekolah, yang tidak terjangkau layanan Pendidikan; Persoalan 

distribusi guru, terutama untuk memenuhi kebutuhan guru di 

sekolah-sekolah swasta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan

tingkat Pendidikan di Provinsi papua Tengah.

Sosialisasi Permen PPN pada Musrengbang 

Otsus

Peserta Kegiatan:

• Peserta Musrengbang Otsus 

Provinsi Papua Tengah

• Anggota dan Pokja BPP 

Provinsi Papua Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada 

Selasa, 15 April 2025 dengan 

kegiatan yaitu mengsosialisasi 

Permen PPN/Kepala Bappenas 

No. 1Th.2025 dan lokakarya 

pengunaan SIIPPP dalam 

Pelaksanaan Musrembang Otsus. 

Kegiatan ini diharapkan agar 

para OPD di Papua Tengah lebih 

memahami dan menerapkan 

Permen PPN/Kepala Bappenas 

No. 1Th.2025 dan lokakarya 

pengunaan SIIPPP dalam 

Pelaksanaan otsus. 

Rapat bersama Dapur pengusaha Papua (DPP) 

Peserta Kegiatan:

• Perwakilan Dapur pengusaha 

Papua (DPP) Provinsi Papua 

Tengah

• Pokja BPP Provinsi Papua 

Tengah

kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 16 April 2025, tentang 

papua kreatif dari semua kelompok wirausaha swasta yang 

bergerak pada perternakan, perkebunan dan perikanan. Kegiatan 

bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah serta 

Dapur pengusaha Papua agar dapat mengembangkan usah-usaha 

yang ada di Provinsi Papua Tengah

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode April 2025



BPP PROVINSI PAPUA SELATAN

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua Selatan

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

12,67 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

8,38 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

68,46 Tahun
Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

13,97%
Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

19,35%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

4,90%

Realisasi Investasi

Rp9,76 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4,24-4,95

Papua Damai

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Audiensi BPP bersama dengan Dekan dan Dosen Fakultas

Kedokteran Universitas Cendrawasih

Peserta Kegiatan:

• Dekan dan Dosen 

Fakultas 

Kedokteran Uncen

• Anggota dan Pokja 

BPP Provinsi Papua 

dan BPP Provinsi 

Papua Selatan

Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 merupakan 

tindak lanjut pertemuan dengan mahasiswa di tanggal 16 Mei 2025 

bertempat di Kantor BPP Provinsi Papua, Jayapura. Tujuan audiensi ini 

untuk mendengar langsung tanggapan Dosen FK Uncen terkait keluh 

kesah mahasiswa akibat Keputusan DO oleh pihak Universitas. Hasil dari 

rapat tersebut BPP akan memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah 

untuk pembayaran kuliah

Peserta 

Kegiatan:

• Kepala

Dispora

beserta

Jajarannya

• Pokja Papua 

Sehat BPP 

Papua 

Selatan

Audiensi Pokja Papua Sehat Bersama dengan Dispora 

Provinsi Papua Selatan

Audiensi ini dilaksanakan pada tanggal 11 April 2025, dengan 

menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut:

• Pekan Olahraga Pelajar (POP) Provinsi Papua Selatan tahun 

2024 menghabiskan dana 4,5 M dengan pembiyaan 4 

kabupaten dan provinsi dari sumber dana hibah khusus ysng 

ada di Provinsi papua Selatan

• Diharapkan dengan adanya POP menciptakan kolaborasi 

olahraga di Papua Selatan dan Prestasi pelajar Papua Selatan

Periode April 2025

Belum terdapat Anggota Pokja Papua Damai



BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

8,80 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

3,82 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

63,95 Tahun
Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

35,23%
Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

32,39%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

1,68%

Realisasi Investasi

Rp0,047 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4,24-4,95

Kunjungan Pokja Papua Sehat ke Dinas Kesehatan 

Bidang Gizi Provinsi Papua Pegunungan

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP Provinsi Papua 

Pegunungan

• Kepala Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

Kegiatan dilaksanakan pada 25 April 2025 di Ruang Kerja Kepala 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan rapat ini 

didapatkan hasil bahwa untuk pengurusan data penduduk bagi 

OAP, dana dari Dinas Dukcapil tidak mencukupi karena sudah 

dialokasikan sesuai APBD. Penambahan data penduduk untuk 

OAP akan terus dikawal untuk tahun 2025 oleh pemerintah 

daerah dan akan diadakan rapat lanjutan terkait hal ini untuk 

mendapat Keputusan terakhir.

Rapat Pembahasan Program Sekolah Alam, Makan Bergizi, dan 

Pendidikan Life Skill Terintegrasi dalam Budaya Lokal

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP Provinsi 

Papua Pegunungan

• Kepala Dinas P&P 

Pemprov Papeg

• Yayasan Cakra

Kegiatan ini dilakukan pada 28 April 2025 di Kantor Gubernur Provinsi 

Papua Pegunungan. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas Program 

Sekolah Alam, Makan Bergizi, dan Pendidikan Life Skill Terintegrasi 

dalam Budaya Lokal. Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan 

dengan lancar di 3 Lokasi di Kab. Jayawijaya, yaitu Hetigima, Kurulu, 

dan Walaik. Antusias dan semangat anak-anak yang tergabung dalam 

program ini patut diapresiasi dan harus dilaksanakan di daerah lain di 

Papeg.

Harmonisasi dan Sidak Bagi Sekolah-Sekolah 

yang Menolak dan Menerima Program MBG

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP Provinsi Papua 

Pegunungan

• Kepala Sekolah, Guru, dan 

tenaga TU

• Dinas Pendidikan

Kegiatan dilaksanakan pada 7 s.d. 8 April 2025 di Sekolah Yayasan 

Nurul Hidayah dan Al Istiqomah Yapis Walesi. Kegiatan ini 

membahas penyaluran MBG yang belum bisa berjalan normal dan 

menyeluruh karena factor kurangnya persiapan serta membahas 

rencana sosialisasi ke penerima, penyelenggara MBG, dan semua 

sekolah dari PAUD hingga SMA.

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode April 2025



BPP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

13,88 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

8,39 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

67,85 Tahun
Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

31,00%
Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

1 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

16,95%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

6,61%

Realisasi Investasi

Rp459,90 Miliar
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4,24-4,95

Koordinasi dgn Wamenkes Bupati dan Dinkes 

Tambrauw, 

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Wamenkes

• Pokja BPP Provinsi 

Papua Barat Daya

• Dinkes Tambrauw

Kegiatan ini dilaksanakan pada 23 April 2025 di Jakarta. Kegiatan 

menghasilkan komitmen Wakil Menteri Kesehatan memberikan 

dukungan sarana dan prasarana kepada Bupati Tambrauw 

namun Kabupaten Tambrauw mempersiapkan SDM untuk 

memanfaatkan SarPras, Tugsus dokter Spesialis

Koordinasi Program Sekolah Gratis, BP3OKP Goes to Campus, 

Koordinasi dgn Kemdikdasmen, Papua Hope Language 

Institute

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP Provinsi 

Papua Barat Daya

• OPD Teknis Sorong

• Disdik PBD

• Kemdikdasmen

Koordinasi pada 11 April 2025 di Sorong. Kegiatan ini bertujuan untuk 

melihat desain Final penggunaan Dana Otsus dalam Program Sekolah 

Gratis di Kota Sorong, Melaksanakan SHEK kepada Satuan Pendidikan

dan Komite, serta melaksanakan kegiatan kolaborasi seperti

sosialisasi dan kuliah Umum dalam rangka meningkatkan

pemahaman publik terutama mahasiswa akan pentingnya program

otonomi khusus untuk mendorong pembangunan papua sehat,

cerdas dan produktif

Menghadiri Musrenbang Otsus Sorong dan

Tambrauw, Audiensi Pelatihan SDM OAP, dan

Dinas Bina Marga KemenPU
Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP Papua Barat Daya

• Walikota Sorong

• DPR Kota Sorong

• OPD Kota Sorong

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025 di Sorong. 

Kegiatan ini bertujuan untuk kordinasi dan sinkronisasi lanjutan 

terhadap RAP untuk tiap jenis dan sumber penerimaan Otsus, BPP 

Mengevaluasi dengan ketat hasil usulan dari masing-masing OPD 

serta memberi catatan, serta meneruskan proposal kegiatan 

pelatihan Sumber Daya Manusia ke Gubernur PBD

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode April 2025
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